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BUPATIKAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURANBUPATIKAUR 
NOMOR : 6!'.1.. TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH 
KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat 
Daerah dapat d ilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a). 
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan 
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD 
berkenaan; dan/atau b). Keadaan yang menyebabkan saldo 
anggaran lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan 
untuk Tahun Berjalan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 aya t (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Ta ta Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tenta.ng Rencana Pembangunan 
Jangka. Panja.ng Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana. 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Ren can a 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 
354 ayat (6) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada 
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· Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh 
persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala 
Daerah tentang Perubahan RKPD; 
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Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Per ubahan Reneana Kerja Pemerin tah Daerah 

Tahu n 2018; 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemben tukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nom or 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4266); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nom or 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4 , 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu n 2004 Nom or 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencan aan Pen1bangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah {Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembm·an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tah un 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahu n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019; 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 20 18; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47 1); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Kaur Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 52); 
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Menetapkan 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
20 16 Nomor 237); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 20 16 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 20 16-202 1 (Lembaran Daerah 
Kabupaten KaurTahun 2011 Nomor 146); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 
2018. 

Pasal 1 

Perubahan Rencana Kei::ja Pemerintah Daer ah Kabupaten Kaur Tahun 2018, yang 
selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018, merupakan 

I._,, dokumen penyempumaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur untuk 
Tahun 2018 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peru bahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018; 

Pasal 2 

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
BAB I 
BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BABV 
BABVl 

Pendahuluan 

Evaluasi Hasil Tr iwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2018 
Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah 
Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah 
Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah 
Penutup 

Pasal 3 

Peru bahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018 beserta matriknya adalah 
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018 merupakan Jandasan dan pedoman 
operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur dalam 
Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Tahun 2018. 

Pasal 5 

Program dan Kegiatan yang merupakan kebij akan Pemerintah Pusat yang 
dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2018, 
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Pasal6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kaur 

Diundangkan di Bintuhan pada tanggaJ to fr!>t.115"h.W 2018 
SEKERETARIS DAERAH KABUPAT KAUR, 

H.NANDAR NADI, S .Sos, M.Si Pembina Utama Madya/ IV.d NIP. 19690127 199003 1 004 

Ditetapkan di Bintuhan pada tanggaJ ~ ,½l.lh"'t-l.11\' 2018 

SERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHON 2018 NOMOR: 69-J-


